BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian maka peneliti memberikan kesimpulan:
1. Pemerintah daerah maupun pemerintah desa telah membuat suatu kebijakan
mengenai pengelolaan wisata bahari desa Olele seperti melakukan pengembangan
destinasi pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata serta pengembangan
fasilitas pariwisata, akan tetapi masih kurang dimata masyarakat karena belum
semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya wisata bahari ini.
Pemerintah pun belum membuat suatu kebijakan dalam bentuk aturan
sehingganya wisata bahari desa Olele belum terkelola dengan baik. Maka dari itu
masyarakat mengingingkan peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari desa
Olele yang menjadi suatu landasan dan pedoman bagi masyarakat dalam
mengelola wisata bahari.
2. Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari sangat penting,
dan harus segera mungkin dibuat oleh pemerintah. Peraturan ini tentunya menjadi
landasan hukum atau pedoman bagi pemerintah, pengelola, masyarakat yang
harus ditaati agar wisata dapat terkelola dengan baik.

Berikut merupakan pentingnya pembentukan peraturan desa tentang
pengelolaan wisata bahari desa Olele

1. Perdes sebagai landasan hukum
Dalam pengelolaan wisata bukan hanya berorientasi pada pengembangan

pada destinasi, pembentukan kelompok sadar wisata dan pengembangan
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fasilitas saja, bukan saja memperhatikan aksesibilitas, sarana dan prasana.
Akan tetapi suatu aturan sangat diperlukan dalam mengelola wisata bahari
agar supaya pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Tentu ini dengan
pembentukan peraturan desa dapat menjadi landasan hukum ataupun
pedoman dalam melaksanakan pengelolaan wisata bahari desa Olele.
Maka dari itu pembentukan peraturan desa sebagai landasan hukum
sangatlah penting.

. Pembentukan perdes berdasarkan kondisi desa

Kondisi desa tentu dapat mendorong kepada pemerintah untuk membuat
suatu kebijakan guna mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di
desa. Desa yang seang menghadapi masalah tentu sangat membutuhkan
suatu kebijakan dalam bentuk aturan. Kondisi desa Olele yang memiliki
kekayaan alam tentu harus diatur pengelolaanya agar dapat diamanfaatkan
dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan masyarakat.

. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masayarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat
dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk
bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Tentu dalam
memberdayakan masyarakat harus di bekali dengan pengetahuan hukum

yang menjadi pedoman bagi masyarakat.
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5.2. Saran

Berikut saran dari peneliti kepada pemerintah dan masyarakat:

1. Pemerintah
Pemerintah desa harus segera mungkin mengeluarkan kebijakan dalam
bentuk peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari agar supaya
wisata yang di miliki desa Olele akan terkelola dengan baik berdasarkan
peraturan yang dibuat, kebijakan bukan hanya berorientasi pada
pengembangan destinasi, pembentukan kelompok sadar wisata, dan
pengembangan fasilitas, akan tetapi suatu peraturan sebagai landasan
hukum dalam pengelolaan perlu dibuat.

2. Masyarakat
Bagi masyarakat kiranya dapat memberikan kenyamanan kepada para
wisatawan dengan menjaga kebersihan lingkungan pantai, dengan tidak
membuang sampah ke laut yang bisa mencemari dan merusak terumbu

karang.
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